
57  

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Peter Mahmud Marzuki, 2021, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Elyta Ras 

Ginting, 2018, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika. 

Sahlan Asnawi, 2002, Salah Satu Pilar Utama Ekonomi Nasional, Perlu Reformasi 

Eksistensi dan Peranannya Pada Abad XII, Jakarta: Studia Press. 

Farida Hasyim, 2014, Hukum Dagang, Jakarta: Sinar Grafika. 

Zainal Asikin, 2003, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang Di Indonesia, (Bandung : Pustaka Reka Cipta). 

Gunawan Widjaja, 2009, Risiko hukum & bisnis perusahaan pailit, Jakarta: Forum 

Sahabat. 

R. Suberkti dan Tjitrosoedibyo, 1989, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita. 

Sutan Remy Sjahdeini, 2009, Hukum Kepailitan Memahami Undang- 

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta: Grafiti. 

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan: 

Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, 

(Jakarta: Prenamedia Group) 

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Pedoman Menangani Perkara 

Kepailitan, (Jakarta: PT Raja Grafind Persada) 

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, Hukum Kepailitan Memahami Faillissements 

verordening juncto, Jakarta: Grafiti. 

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Jakarta.: Gahlia Indonesia. 

Munir Fuady, 2005, Hukum Kepailitan Dalam Teori dan Praktek, (Bandung : Citra 

Adytia Bakti) 

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Jakarta : Kencana. 

Gatot Supramono, 2016, BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata, Jakarta : 

Rineka Cipta 

Andriani Nurdin, 2012, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian 

Hukum., Bandung. P.T Alumni 

Rahayu Hartini, 2017, BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Kepailitan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



58  

 

 

di Indonesia, Malang. Setara Press 

Imran Nating, 2004, Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan 

Pemberesan Harta Pailit, Jakarta, RajaGrafindo Persada 

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis : Kepailitan. Jakarta, 

Rajawali Pers 

M. Hadi Shubhan, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Di 

Pengadilan, Jakarta Prenadamedia Group. 

Gunawan Widjaja, 2009, Risiko Hukum & Bisnis Bila Perusahaan Pailit, jakarta, 

Penebar Swadaya 

Azizah, 2015, Hukum Perseroan Terbatas, Malang, Intimedia 

Budi Agus Riswandi, 2008, Good Corporate Governance Di BUMN, Yogyakarta, 

Total Media 

Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan 

dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit, LaksBang 

Grafila, Yogyakarta. 

Freddy Harris & Teddy Anggoro, 2010, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban 

Pemberitahuan Oleh Direksi, Ghalia Indonesia, Bogor. 

Adrian Sutedi, 2015, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Raih Asa Sukses, 

Jakarta. 

 
Jurnal 

Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi. 2021. “Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan”. Jurnal 

Aktual Justice. Vol.6. No.1. 

Immanuel Rivanda Sibagariang. 2021. “Kepastian Hukum Terhadap Putusan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Jurnal Darma Agung Volume 

29. Nomor 1. 

Acep Rohendi, 2020, “Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian 

Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur”. Selisik Volume 6. 

Nomor 2. 

Susi Yanuarsi. 2020. “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



59  

 

 

Jawab Direksi”. Solusi Volume 18 Nomor 2. 

Syafrudin Makmur. 2016.“Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur 

Pada Pengadilan Niaga Indonesia”. Jurnal Ilmu Syariah. Vol. 4 No. 2. 

Dwi Ananda Fajar Wati. 2016. “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian 

Keuangan Negara Pada Bumn/Persero”. Badamai Law Journal Volume 1 

Suradi, Etty Susilowati, Siti mahmudah. 2016. “Akibat Hukum Pembatalan 

Pernyataan Pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) (Studi pada 

Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero)”. Diponerogo Law Review. Volume 5, 

Nomor 2 

Mochamad Hanafi. 2022. “Opsi Terbaik Penyelamatan BUMN Dari Pailit dan 

Bunga Utang. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I”. Volume 9 No. 4. 1289 

Rahma Widya Swastiningsih & Endang Prasetyawati. 2022. “Kewenangan 

Menteri.Keuangan Dalam.Mengajukan Permohonan Pailit Bumn”, 

Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political 

Governance Vol. 2 No. 1 

Rizal Widiya Priangga & Yudho Taruno Muryanto. 2017. “Analisis Yuridis Sita 

Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor1 

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara”. Private Law Vol. V No. 1 

Januari-Juni 2017 

Sabrina Rizki Puspitasari1, Wiwin Yulianingsih. 2020. “Analisis Putusan 

No.4/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn.Niaga Surabaya Dengan Perkara Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Menurut Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” 

Jawa Timur, Volume 1 No. 1 

Ismawati Septiningsih, Itok Dwi Kurniawan, Harjono, Kristiyadi, Annisa Nurul 

Alimah. 2022. “Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme 

Kepailitan BUMN dan BUMD”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 

Royke A. Taroreh, 2014, “Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda 

Jaminan Debitor Pailit”, Jurnal Hukum Unsrat Vol.II No.2 Januari-Maret 

Maya S. Karundeng, 2015, “Akibat Hukum Terhadap Penjatuhan Pailit Pada 

Perseroan Terbatas”, Lex et Societatis, Vol. III/No. 4 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



60  

 

 

M. Beni Kurniawan, 2017, “Redefinisi Tanggung Jawab Negara Dalam Kasus 

Kepailitan Pt Istaka Karya Ditinjau Dari Three Keywords Theory”, Jurnal 

Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 11 No. 3 

Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dharu Triasih, 2015, “Kajian Normatif Atas 

Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan 

Terbatas (Normatif Study On Bumn's (Persero) Bankruptcy In ItsBearing With 

Limited Liability Arrangement), Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol 17 No.1 

Adegbemi Babatunde Onakoya & Ayooluwa Eunice Olotu, 2017, Bankruptcy and 

Insolvency: An Exploration of Relevant Theories, International Journal of 

Economics and Financial Issues, Vol 7 Issue 3 

Hendri Jayadi, 2019, Application of Cross Border Insolvency in bankruptcy from 

the Legal Perspective of Indonesian Civil Procedure Law, International 

Journal of Innovation, Creativity and Change. Volume 10, Issue 3 

Olga Grybinenko, 2017, Social And Economic Consequences Of Bankrupcy Of The 

Companies In Ukraine, EUREKA: Social and Humanities 

Nicoleta Bărbut, ă-Mis,u & Mara Madaleno, 2020, Assessment of Bankruptcy Risk 

of Large Companies: European Countries Evolution Analysis, Journal Risk 

Financial Management. 

Suhesti Ningsih & Febrina Fitri Permatasari, 2018, Analysis Method of Altman Z 

Score Modifications to Predict Financial Distress on The Company Go 

Public Sub Sector of The Automotive and Components, International Journal 

of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), Vol 2, Issue 3. 

 
Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar 1945 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Badan Usaha Milik Negara 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 

PP Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Negara 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



61  

 

 

Putusan Nomor 04/Pdt.Sus/2016/PN. Niaga Jkt Pst. Putusan Nomor 4/Pdt.Sus- 

PKPU/2018/PN .Niaga Sby. 

 
Skripsi 

Shinta Novi Wardhani, 2016, Akibat Hukum Perusahaan  Badan Usaha Milik 

Negara yang dinyatakan Pailit, Universitas Jember 

 
Web Internet 

Yudho Winarto, (2018), “Merpati Nusantara akan privatisasi” 

https://nasional.kontan.co.id/news/merpati-nusantara-akan-privatisasi 

diakses pada9 Januari 2023 

Adi Wikanto, (2023), “Merpati Air Akan Dibubarkan Karena Pailit, Ini Pesangon 

Untuk Eks Karyawan” https://nasional.kontan.co.id/news/merpati-air-akan- 

dibubarkan-karena-pailit-ini-pesangon-untuk-eks- 

karyawan#google_vignette diakses pada 18 Februari 2023 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


